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Abstrak 
Transformasi digital telah menjadi agenda utama dalam sektor pemerintahan di berbagai 
negara. Namun, implementasi perubahan dalam birokrasi pemerintahan sering kali 
menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi organisasi, keterbatasan sumber daya 
manusia dan teknologi, serta kompleksitas regulasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan digital 
(digital leadership) menjadi faktor kunci yang dapat menentukan keberhasilan transformasi 
digital dalam sektor publik. Penelitian ini mengadopsi pendekatan Systematic Literature 
Review (SLR) dengan metode PRISMA untuk mengkaji tren penelitian terkait strategi 
manajemen perubahan dan digital leadership dalam pemerintahan selama dua dekade 
terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya 
bergantung pada adopsi teknologi, tetapi juga pada kesiapan budaya organisasi, peran 
kepemimpinan visioner, serta kebijakan yang mendukung inovasi. Selain itu, faktor organisasi, 
kompetensi digital pegawai, serta regulasi yang adaptif juga berkontribusi dalam mempercepat 
implementasi perubahan. 

Kata Kunci: Transformasi Digital; Change Management; Kepemimpinan Digital;  
Sektor Publik; Teknologi Pemerintahan 

 
 

Abstract 
Digital transformation has become a major agenda in the government sector in various 
countries. However, the implementation of changes in the government bureaucracy often 
faces various challenges, such as organizational resistance, limited human and technological 
resources, and regulatory complexity. In this context, digital leadership is a key factor that can 
determine the success of digital transformation in the public sector. This research adopts a 
Systematic Literature Review (SLR) approach with the PRISMA method to examine research 
trends related to change management strategies and digital leadership in government over 
the past two decades. The results of the analysis show that the success of digital 
transformation depends not only on technology adoption, but also on the readiness of 
organizational culture, the role of visionary leadership, and policies that support innovation. In 
addition, organizational factors, employee digital competencies, and adaptive regulations also 
contribute to accelerating the implementation of change. 

 Keywords: Digital Transformation; Change Management; Digital Leadership; Public Sector;  
Government Technology 

 
 
PENDAHULUAN  

Dalam era transformasi digital, sektor pemerintahan menghadapi tantangan besar dalam mengelola 
perubahan. Lembaga pemerintah secara tradisional dikenal dengan struktur birokrasi yang kaku dan 
hierarkis, sementara lingkungan digital menuntut adaptasi yang cepat dan fleksibilitas tinggi (Fountain & 
Kennedy, 2001). Paradoks ini menciptakan kebutuhan akan strategi manajemen perubahan yang efektif agar 
organisasi pemerintahan dapat tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang berkembang (Andrews et 
al., 2005). 
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Transformasi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek tata kelola 
pemerintahan, mulai dari sistem pelayanan publik berbasis digital hingga penggunaan teknologi kecerdasan 
buatan dalam pengambilan keputusan (Mergel et al., 2019). Namun, implementasi perubahan dalam 
organisasi publik tidaklah mudah. Faktor-faktor seperti resistensi terhadap perubahan (Oreg, 2006), 
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, serta kompleksitas regulasi sering kali menjadi hambatan 
utama (Van der Voet, 2014). Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen perubahan yang tidak hanya 
berorientasi pada teknologi tetapi juga mempertimbangkan aspek kepemimpinan, budaya organisasi, serta 
keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Armenakis et al., 1993). 

Salah satu faktor kunci dalam keberhasilan manajemen perubahan adalah kepemimpinan digital 
(digital leadership). Pemimpin yang memiliki kemampuan digital yang kuat dapat membantu organisasi 
beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan memastikan bahwa transformasi digital berjalan efektif 
(Westerman et al., 2014). Digital leadership bukan hanya tentang pemanfaatan teknologi, tetapi juga 
mencakup kemampuan untuk mengelola inovasi, membangun budaya kerja yang adaptif, serta 
mengembangkan kompetensi digital dalam organisasi (Kane et al., 2019). Namun, belum banyak penelitian 
yang secara spesifik mengidentifikasi variabel utama yang memengaruhi efektivitas digital leadership dalam 
sektor pemerintahan. 

Berdasarkan uraian latar belakang, artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen 
perubahan, memerlukan transformasi digital leadership, mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi 
digital leadership dalam sektor pemerintahan. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang 
lebih mendalam tentang bagaimana pemerintah dapat memperkuat kepemimpinan digital atau variabel yang 
mempengaruhi digital leadership. 

Manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan merupakan topik yang semakin relevan dalam 
beberapa dekade terakhir, terutama dengan meningkatnya tekanan untuk beradaptasi dengan era digital. 
Berbagai penelitian telah membahas bahwa birokrasi pemerintahan memiliki karakteristik yang cenderung 
rigid dan hierarkis, yang sering kali menghambat fleksibilitas dalam menghadapi perubahan (Fernandez & 
Rainey, 2006). Meski demikian, transformasi digital telah mendorong instansi pemerintahan untuk lebih 
terbuka terhadap inovasi dan model kerja yang lebih adaptif (Mergel et al., 2019). 

Berbagai teori manajemen perubahan telah digunakan untuk memahami proses adaptasi dalam 
organisasi pemerintahan, khususnya dalam konteks transformasi digital. Salah satu teori yang banyak 
digunakan adalah model perubahan tiga tahap dari Lewin (1951), yang mencakup proses unfreezing 
(menciptakan kesiapan dan kesadaran akan perlunya perubahan), changing (implementasi perubahan), dan 
refreezing (menstabilkan perubahan dalam budaya organisasi) (Burnes, 2004). Model ini relevan untuk 
menjelaskan bagaimana organisasi pemerintahan perlu membentuk kesiapan internal sebelum menerapkan 
transformasi digital secara menyeluruh. Selain itu, pendekatan yang lebih kontemporer seperti teori 
manajemen perubahan berbasis kepemimpinan transformasional juga penting digunakan untuk mengaitkan 
peran pemimpin digital dalam menciptakan visi, menginspirasi perubahan, dan mengarahkan organisasi 
menuju budaya kerja yang lebih adaptif dan inovatif. 

Dalam konteks sektor publik, penerapan strategi manajemen perubahan sering kali menghadapi 
berbagai kendala, termasuk resistensi dari pegawai, keterbatasan sumber daya, serta kebijakan yang kurang 
mendukung (Oreg, 2006). Oleh karena itu, kepemimpinan digital menjadi faktor kunci yang dapat membantu 
mengatasi tantangan tersebut. Digital leadership berperan dalam mendorong inovasi, meningkatkan literasi 
digital dalam organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan teknologi 
(Mergel et al., 2019). Selain itu, faktor lain seperti kesiapan organisasi dan budaya digital juga memiliki 
pengaruh besar dalam keberhasilan manajemen perubahan (Armenakis et al., 1993). 

Dengan semakin berkembangnya teknologi, digitalisasi telah menjadi pendorong utama dalam 
perubahan struktur dan operasional organisasi pemerintahan. Implementasi e-government, pemanfaatan big 
data, serta integrasi kecerdasan buatan dalam pengambilan kebijakan menjadi bukti bahwa sektor publik 
tidak dapat menghindari transformasi digital (Dunleavy et al., 2006). Namun demikian, literatur menunjukkan 
bahwa keberhasilan transformasi tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan digital yang 
mampu mengarahkan perubahan secara strategis dan berkelanjutan (Westerman et al., 2014). Oleh karena 
itu, penelitian ini secara khusus menelaah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan digital 
dalam konteks manajemen perubahan di sektor pemerintahan. sehingga dapat memberikan kontribusi dalam 
merancang pendekatan transformatif yang lebih relevan dengan tantangan digital saat ini 
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METODE PENELITIAN  
Review Protocol – PRISMA 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) yang 
mengikuti kerangka PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). 
PRISMA menyediakan pedoman standar untuk pelaporan tinjauan sistematis dan meta-analisis yang 
memastikan bahwa proses seleksi dan sintesis literatur dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat 
direplikasi (Liberati et al., 2009; Moher et al., 2010). 

Pendekatan PRISMA dalam penelitian ini digunakan untuk meningkatkan transparansi dan kualitas 
pelaporan dalam tinjauan sistematis mengenai strategi manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di 
era digital. Pembaruan berkelanjutan dalam metode PRISMA juga membantu meningkatkan ketelitian dan 
kualitas penelitian tinjauan literatur di berbagai disiplin ilmu (Page et al., 2021). 

 
Formulasi Pertanyaan Penelitian 

Agar proses tinjauan sistematis tetap fokus, pertanyaan penelitian diformulasikan sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di era digital dipengaruhi oleh 

praktik kepemimpinan digital? 
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan digital dalam mendukung 

transformasi organisasi pemerintahan?? 
Pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi utama dalam manajemen 

perubahan pada sektor publik di era digital serta mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi efektivitas 
kepemimpinan digital dalam implementasi transformasi tersebut. 
 
Strategi Pencarian Sistematis 
a. Identifikasi 

Pencarian literatur dilakukan menggunakan database Scopus (URL: https://scopus.com/), yang dikenal 
sebagai salah satu basis data akademik terbesar dengan cakupan luas terhadap jurnal-jurnal yang telah 
melalui proses peer-review (Naude & Young, 2018; Zahedi et al., 2014). Scopus juga memungkinkan 
pelacakan kutipan dan indeksasi yang komprehensif, menjadikannya sumber yang andal untuk penelitian 
tinjauan literatur sistematis. Untuk mengidentifikasi penelitian yang relevan, digunakan query pencarian 
berbasis Boolean dengan kata kunci Search Query: ("change management" OR "transformation") AND 
("government" OR "public sector") AND ("digital" OR "leadership" OR "effectiveness"). Pencarian ini 
diterapkan pada judul, abstrak, dan kata kunci untuk memastikan cakupan studi yang luas dan relevan 
dengan topik penelitian. 

 
b. Penyaringan (Screening) 

Langkah ini bertujuan untuk menyaring hasil pencarian awal agar hanya studi yang sesuai dengan 
tujuan penelitian yang dipertimbangkan lebih lanjut. 
1. Tahap pertama, artikel yang diperoleh melalui pencarian awal dalam Scopus disaring berdasarkan kriteria 

inklusi dan eksklusi berikut: 
Tabel 1. Kriteria Seleksi Studi 

Kriteria Inklusi Eksklusi 

Periode Publikasi 2005– 2025 < 2005 

Jenis Publikasi Artikel peer-reviewed Konferensi, buku, review, survei pendek 

Bahasa Inggris Non-Inggris 

Fokus Kajian Kepemimpinan digital dan manajemen 
perubahan dalam sektor publik 

Studi di sektor privat atau tidak relevan 
dengan topik penelitian 

2. Tahap kedua, artikel yang telah lolos seleksi awal kemudian disaring lebih lanjut berdasarkan relevansi 
dengan topik penelitian, dengan memeriksa abstrak dan kata kunci. 

3. Tahap ketiga, setelah abstrak ditinjau, artikel yang dianggap relevan diperiksa dalam teks lengkapnya 
untuk memastikan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. 

Dari hasil pencarian awal, diperoleh 66 artikel yang sesuai dengan kata kunci. Setelah proses 
penyaringan pertama berdasarkan jenis publikasi dan bahasa, jumlah artikel yang tersisa adalah 25. 
Kemudian, setelah abstrak diperiksa, jumlah artikel yang masih relevan berkurang menjadi 11. Terakhir, 
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setelah pemeriksaan teks penuh, hanya 14 artikel yang benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian dan 
dilanjutkan ke tahap analisis. Proses seleksi artikel ini diilustrasikan dalam Diagram PRISMA (Gambar 1). 

 
c. Kelayakan (Eligibility) 

Pada tahap ini, artikel yang telah lolos seleksi sebelumnya diperiksa lebih lanjut untuk memastikan 
bahwa isinya secara langsung membahas manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di era digital 
dan kepemimpinan digital. Artikel yang berfokus pada sektor privat atau yang tidak memberikan wawasan 
baru dalam konteks transformasi digital di sektor publik dikeluarkan dari dataset akhir. Artikel yang tidak 
memenuhi kriteria berikut dikeluarkan: 
1. Tidak secara eksplisit membahas strategi manajemen perubahan dalam konteks digitalisasi sektor 

pemerintahan 
2. Fokus utama pada kepemimpinan di sektor public dan pemerintah 
3. Tidak menyediakan data empiris atau tidak berbasis pada framework akademik yang jelas 
Setelah proses kelayakan ini, tersisa 14 artikel yang dipertimbangkan untuk tahap sintesis literatur. 

 
d. Penilaian Kualitas (Quality Appraisal) 

Untuk memastikan bahwa hanya studi yang memiliki kredibilitas tinggi yang digunakan dalam sintesis 
literatur, dilakukan penilaian kualitas menggunakan Mixed-Methods Appraisal Tool (MMAT). Kriteria yang 
digunakan dalam penilaian ini mencakup: 
• Kesesuaian desain penelitian dengan pertanyaan penelitian 
• Validitas metode pengumpulan data 
• Ketepatan metode analisis data yang digunakan 
Setelah dilakukan evaluasi dengan MMAT, 14 artikel dipilih sebagai referensi utama dalam penelitian ini. 

 
e. Sintesis Data 

Setelah proses seleksi artikel dilakukan, studi-studi yang terpilih dianalisis menggunakan pendekatan 
thematic synthesis, di mana temuan penelitian dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang relevan 
dengan rumusan pertanyaan penelitian. Dua tema utama yang diidentifikasi meliputi: 
1. Strategi manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di era digital 
2. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kepemimpinan digital dalam konteks manajemen perubahan 

Analisis tematik ini memungkinkan identifikasi pola umum, pendekatan yang digunakan, serta 
kesenjangan penelitian terkait peran digital leadership dalam mendukung strategi perubahan di sektor publik. 
Temuan ini menjadi landasan penting dalam pengembangan studi lebih lanjut yang berfokus pada penguatan 
kapasitas kepemimpinan digital dalam menghadapi tantangan transformasi digital di lingkungan birokrasi. 
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Gambar 1. PRISMA 
 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil sintesis sistematis menggunakan pendekatan PRISMA (Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta-Analyses), penelitian ini berhasil mengidentifikasi temuan-temuan utama 
yang menjawab pertanyaan penelitian. Hasil yang diperoleh dikelompokkan ke dalam dua tema besar, yaitu: 
(1) strategi manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di era digital, dan (2) faktor-faktor yang 
memengaruhi efektivitas kepemimpinan digital. Berikut ini adalah uraian hasil yang ditemukan oleh peneliti. 
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1. Strategi Manajemen Perubahan dalam Sektor Pemerintahan di Era Digital 
 Transformasi digital dalam sektor pemerintahan bukan sekadar perubahan teknologi, melainkan juga 

perubahan struktural, budaya, dan kebijakan yang mendukung operasionalisasi digitalisasi. Pemerintahan 
yang berhasil bertransformasi digital memiliki strategi yang terstruktur dalam mengelola perubahan, dengan 
pendekatan yang mencakup visi strategis (Bravo et al., 2024), transformasi budaya organisasi Bjerke-Busch 
& Aspelund (2021), serta kepemimpinan kolaboratif dan inovatif (Al-Khayari et al., 2024). 
a) Visi Strategis dan Arah Kebijakan 

 Sebuah transformasi digital yang efektif harus diawali dengan visi strategis yang jelas. Tanpa visi 
yang kuat, organisasi pemerintahan cenderung mengalami fragmentasi dalam implementasi teknologi. 
Pemimpin harus mampu mengartikulasikan tujuan transformasi secara konkret dan menyelaraskan visi 
tersebut dengan kebijakan serta rencana strategis organisasi (Bravo et al., 2024). Selain itu, investasi dalam 
infrastruktur digital dan pengembangan keterampilan pegawai menjadi elemen penting dalam mendorong 
keberhasilan transformasi ini. Negara-negara yang telah mengadopsi kebijakan yang mendukung penguatan 
digitalisasi sektor publik, seperti Estonia dan Singapura, menunjukkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi 
dalam implementasi e-government (Rekunenko et al., 2025). Oleh karena itu, kebijakan pemerintah harus 
diarahkan pada peningkatan literasi digital, alokasi anggaran untuk inovasi teknologi, serta pembentukan unit 
khusus yang bertanggung jawab atas transformasi digital. 
b) Perubahan Budaya Organisasi dan Manajemen Resisten 

Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi digital sektor publik adalah resistensi terhadap 
perubahan. Birokrasi pemerintahan sering kali memiliki sistem yang kompleks dan kaku, sehingga sulit untuk 
beradaptasi dengan inovasi digital. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi lebih bergantung 
pada kesiapan budaya organisasi dibandingkan faktor teknologi semata (Tangi et al., 2021). Untuk mengatasi 
resistensi ini, pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi perubahan yang efektif. Pegawai negeri sipil 
harus dilibatkan sejak tahap awal transformasi agar mereka merasa memiliki bagian dalam proses 
perubahan. Studi oleh Bjerke-Busch & Aspelund (2021) menemukan bahwa organisasi yang menerapkan 
pendekatan berbasis partisipasi dalam transformasi digital mengalami resistensi yang lebih rendah 
dibandingkan dengan organisasi yang hanya menerapkan perubahan secara top-down.  
c) Kolaborasi dan Kepemimpinan yang Adaptif 

 Kolaborasi menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi digital di sektor publik. Pemerintahan yang 
sukses dalam digitalisasi adalah yang mampu membangun ekosistem kerja sama antara berbagai lembaga, 
sektor swasta, dan masyarakat sipil (Al-Khayari et al., 2024). Model kepemimpinan yang berbasis kerja sama 
dan berbagi wewenang memungkinkan adopsi teknologi yang lebih cepat dan lebih efektif. Contoh konkret 
dapat ditemukan pada inisiatif smart city, di mana pemerintah daerah bekerja sama dengan penyedia 
teknologi dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
 
2. Variabel yang Mempengaruhi Efektivitas Digital leadership 
a) Faktor Organisasi dan Budaya 

Efektivitas kepemimpinan digital sangat dipengaruhi oleh faktor organisasi dan budaya. Banyak 
organisasi pemerintahan masih beroperasi dalam struktur hierarkis yang kompleks, yang sering kali 
menghambat fleksibilitas dalam mengadopsi teknologi baru (Dunleavy & Evans, 2019). Selain itu, organisasi 
yang tidak memiliki budaya inovasi cenderung lebih lambat dalam merespons perubahan. Budaya organisasi 
yang terbuka terhadap inovasi dan eksperimentasi teknologi akan lebih mendukung transformasi digital 
dibandingkan dengan budaya yang konservatif (Tangi et al., 2021). 
b) Faktor Sumber Daya Manusia 

 Salah satu tantangan utama dalam transformasi digital adalah kurangnya kompetensi digital di 
kalangan pegawai pemerintahan. Studi menunjukkan bahwa banyak pegawai negeri yang belum memiliki 
keterampilan teknologi yang memadai untuk mendukung digitalisasi layanan publik (Adewumi & Abasilim, 
2024). Untuk mengatasi tantangan ini, program pelatihan dan pengembangan kapasitas digital harus menjadi 
prioritas. Pemerintah juga perlu menarik talenta digital dari sektor swasta agar dapat mempercepat adopsi 
teknologi dalam birokrasi. 
c) Faktor Kebijakan dan Teknologi 

 Keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada kesiapan organisasi dan sumber 
daya manusia, tetapi juga pada kebijakan dan regulasi yang mendukung. Regulasi yang fleksibel dan adaptif 
terhadap perubahan teknologi memungkinkan organisasi pemerintahan untuk lebih cepat berinovasi 
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(Ravesteijn et al., 2023). Selain itu, adopsi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi juga menjadi 
faktor kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan memiliki interoperabilitas yang 
baik dan dapat meningkatkan efektivitas layanan publik (Milakovich, 2021). 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam sektor pemerintahan 
sangat bergantung pada efektivitas strategi manajemen perubahan yang didukung oleh kepemimpinan digital 
yang adaptif dan visioner. Temuan ini sejalan dengan model perubahan tiga tahap dari Lewin (1951), yaitu 
unfreezing, changing, dan refreezing. Dalam konteks birokrasi pemerintahan, proses unfreezing diwujudkan 
melalui pembentukan visi strategis dan arah kebijakan yang jelas. Hal ini memperkuat pandangan Burnes 
(2004) bahwa kesiapan organisasi adalah tahap awal yang esensial untuk memulai perubahan yang 
menyeluruh. 

Selanjutnya, pada tahap changing, terlihat bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya 
ditentukan oleh implementasi teknologi semata, tetapi juga oleh transformasi budaya organisasi dan 
kepemimpinan yang kolaboratif. Ini sejalan dengan teori Armenakis et al. (1993) mengenai pentingnya 
komunikasi perubahan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Strategi perubahan yang bersifat 
partisipatif terbukti mampu menurunkan resistensi dan meningkatkan adopsi inovasi di lingkungan birokrasi 
yang cenderung rigid. 

Peran kepemimpinan digital (digital leadership) menjadi sangat krusial dalam mengarahkan perubahan 
tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Westerman et al. (2014) dan Kane et al. (2019), pemimpin digital 
yang efektif tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga mampu membangun budaya kerja yang 
inovatif dan membina kapasitas digital sumber daya manusia. Temuan ini memperkuat argumen bahwa digital 
leadership adalah faktor pendorong utama dalam memastikan transformasi digital berjalan secara strategis 
dan berkelanjutan. 

Adapun temuan mengenai pengaruh faktor organisasi, sumber daya manusia, serta kebijakan dan 
teknologi terhadap efektivitas kepemimpinan digital menunjukkan bahwa digital leadership tidak dapat berdiri 
sendiri, tetapi sangat dipengaruhi oleh konteks institusional dan dukungan struktural. Hal ini menguatkan 
pandangan Tangi et al. (2021) bahwa kesiapan organisasi dan budaya inovatif menjadi prasyarat penting bagi 
keberhasilan kepemimpinan digital. 

Dari sisi kebijakan, temuan penelitian mendukung literatur sebelumnya (Ravesteijn et al., 2023) yang 
menekankan bahwa regulasi yang adaptif menjadi katalis dalam proses digitalisasi sektor publik. Regulasi 
yang terlalu kaku akan menghambat pemanfaatan teknologi baru dan memperlambat pengambilan keputusan 
yang berbasis data. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu menjembatani dinamika teknologi 
dengan kebutuhan organisasi pemerintahan. 

 
SIMPULAN 

Penelitian ini menganalisis strategi manajemen perubahan dalam sektor pemerintahan di era digital 
serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas digital leadership. Temuan penelitian ini menunjukkan 
bahwa transformasi digital dalam sektor pemerintahan bukan hanya melibatkan adopsi teknologi baru, tetapi 
juga perubahan mendalam dalam budaya kerja, kepemimpinan, dan kebijakan organisasi. Oleh karena itu, 
strategi manajemen perubahan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital 
dapat berhasil, terutama di tengah tantangan birokrasi yang kaku, resistensi terhadap perubahan, dan 
keterbatasan sumber daya manusia serta teknologi. 

Dalam hal ini, digital leadership terbukti memainkan peran kunci dalam mendukung perubahan yang 
efektif di sektor pemerintahan. Pemimpin yang memiliki kompetensi digital tidak hanya dapat memimpin 
organisasi menuju adopsi teknologi baru, tetapi juga membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan 
inovatif. Kepemimpinan digital yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang teknologi dan 
kemampuan untuk mengelola inovasi serta membangun kapasitas organisasi dalam merespons perubahan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas digital leadership dalam manajemen perubahan 
mencakup kesiapan organisasi, budaya digital yang terbuka terhadap inovasi, serta dukungan kebijakan dan 
regulasi yang adaptif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi digital di sektor pemerintahan tidak dapat 
dicapai tanpa dukungan dari berbagai elemen organisasi, termasuk struktur yang mendukung, kebijakan yang 
fleksibel, dan kemampuan untuk membangun keterampilan digital di kalangan pegawai. 

Namun demikian, tantangan besar yang masih perlu diatasi mencakup pengembangan kompetensi 
digital di kalangan pegawai serta upaya harmonisasi kebijakan dengan perkembangan teknologi yang pesat. 
Oleh karena itu, strategi manajemen perubahan dalam sektor publik harus mencakup pendekatan yang 
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komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta didukung oleh visi yang jelas dari pemimpin 
organisasi. Dengan demikian, sektor pemerintahan dapat mengelola perubahan secara lebih efektif dan 
memastikan bahwa transformasi digital memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. 

  
SARAN PENGEMBANGAN PENELITIAN LANJUT (FUTURE RISET)  

 Untuk penelitian di masa mendatang, pengembangan studi mengenai manajemen perubahan dan 
digital leadership dalam sektor pemerintahan sebaiknya berfokus pada pendekatan yang lebih empiris dan 
kontekstual, terutama dengan menggali dinamika lokal di berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian 
selanjutnya dapat menelaah lebih lanjut bagaimana faktor-faktor internal, seperti gaya kepemimpinan digital, 
kesiapan organisasi, dan budaya digital, mempengaruhi efektivitas transformasi digital dalam birokrasi yang 
kompleks. Pemahaman lebih dalam tentang interaksi antara teknologi, budaya organisasi, dan kebijakan 
publik akan membantu memberikan wawasan lebih lengkap mengenai faktor-faktor yang mendukung atau 
menghambat perubahan. 

Selain itu, riset komparatif lintas negara atau lintas sektor publik-swasta juga dapat memberikan 
kontribusi penting dalam memahami praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan perubahan berbasis 
digital leadership. Melalui perbandingan antar negara atau sektor, penelitian dapat mengidentifikasi variabel-
variabel yang secara konsisten berkontribusi pada keberhasilan transformasi digital di berbagai konteks. 

Metode campuran (mixed methods) dan pendekatan longitudinal juga sangat disarankan untuk 
memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses transformasi digital dari waktu ke waktu. 
Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi secara bertahap 
dan mengukur dampaknya terhadap efektivitas digital leadership serta hasil transformasi. Lebih lanjut, 
penelitian yang fokus pada pengembangan kompetensi digital ASN (Aparatur Sipil Negara), kesiapan 
teknologi, serta pengaruh struktur organisasi terhadap keberhasilan perubahan digital sangat penting untuk 
dilakukan. Studi-studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan yang lebih 
responsif dan berbasis bukti, yang pada akhirnya akan memperkuat keberhasilan transformasi digital di sektor 
pemerintahan. 
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